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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga buku berjudul “Advokasi dan Perlindungan Anak:
Teori, Kebijakan, dan Implementasi di Indonesia” ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya
akademik untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam
bidang advokasi dan perlindungan anak yang semakin penting dalam
konteks sosial, pendidikan, dan hukum di Indonesia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak
untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara
optimal. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan masih
dihadapi, mulai dari kekerasan terhadap anak, eksploitasi, hingga
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Oleh
karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai teori, kebijakan,
serta implementasi perlindungan anak menjadi sangat penting bagi
para pendidik, akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

Buku ini disusun dengan pendekatan teoritis dan praktis,
mencakup konsep dasar advokasi anak, landasan kebijakan nasional
dan internasional, serta implementasi perlindungan anak di berbagai
sektor. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat
dalam mendukung penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia,
sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah, dan
berkeadilan bagi anak.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan
dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di
masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat
dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta

praktik perlindungan anak di Indonesia.



Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga
Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas segala usaha yang
kita lakukan.

Surakarta, Juni 2026

Penulis
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BAB I

PENGANTAR
PERLINDUNGAN
ANAK DAN ADVOKASI




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran
penting dalam menentukan masa depan masyarakat dan negara. Oleh
karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan,
pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman
untuk  mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.
Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga,
tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat,
lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pemenuhan hak-hak anak
menjadi aspek penting karena anak termasuk kelompok yang rentan
terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan,
eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan perdagangan orang
(Ardinata & Satria, 2024).

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi
memberikan berbagai manfaat bagi anak, namun di sisi lain juga
menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Anak dapat
dengan mudah mengakses informasi melalui internet, tetapi juga
berisiko menjadi korban perundungan daring (cyberbullying),
eksploitasi digital, maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak harus terus
disesuaikan dengan perkembangan zaman agar hak-hak anak tetap
terjamin dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik di dunia nyata
maupun dunia digital (Ardinata & Satria, 2024).

Di Indonesia, berbagai kasus yang melibatkan anak masih sering
terjadi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran,
hingga pelanggaran hak anak dalam proses hukum. Selain itu, faktor
kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan,
dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak turut
menjadi penyebab terjadinya berbagai permasalahan tersebut. Oleh

karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah,
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BAB 2
~  HAK-HAK ANAK DALAM

8 UNDANG-UNDANG DAN
ISLAM




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang memiliki
kedudukan penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa,
dan negara. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai generasi
penerus yang akan melanjutkan pembangunan, tetapi juga sebagai
individu yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati,
dilindungi, dan dipenuhi sejak lahir. Oleh karena itu, upaya
perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi salah satu indikator
penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera,
dan berperadaban (Nazmi & Syofyan, 2023). Pemenuhan hak-hak
anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga
merupakan kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat (Sodik
et al.,, 2024).

Perhatian terhadap hak-hak anak semakin menguat seiring
berkembangnya konsep hak asasi manusia yang menempatkan anak
sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang sama
dengan manusia lainnya. Dalam konteks internasional, pengakuan
terhadap hak anak diwujudkan melalui Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Indonesia kemudian
meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai peraturan
perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali
mengalami perubahan untuk memperkuat sistem perlindungan anak
di Indonesia (Nazmi & Syofyan, 2023).

Dalam sistem hukum nasional, hak-hak anak memperoleh
jaminan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
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BAB 3

ISU DAN
PERMASALAHAN
PERLINDUNGAN ANAK




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran
strategis dalam menentukan masa depan suatu negara. Oleh karena
itu, pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap berbagai
risiko yang mengancam tumbuh kembangnya menjadi suatu hal yang
sangat penting. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak
yang menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik dalam
lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Permasalahan
tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga
memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional
mereka.

Salah satu isu utama yang sering terjadi adalah permasalahan
dalam pola pengasuhan anak. Pola asuh yang kurang tepat, seperti
kurangnya perhatian orang tua, pola asuh otoriter, atau bahkan
pengasuhan yang diserahkan kepada pihak lain, dapat memengaruhi
pembentukan karakter anak. Selain itu, faktor seperti kebiasaan orang
tua, kondisi sosial budaya, serta pernikahan dini juga turut
memengaruhi kualitas pengasuhan anak (Dheasari, 2024). Hal ini
menunjukkan bahwa keluarga sebagai lingkungan pertama anak
memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dan
perilaku anak.

Selain itu, perkembangan teknologi dan era digital juga membawa
dampak signifikan terhadap kehidupan anak. Anak-anak saat ini
semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui media sosial,
yang tidak semuanya sesuai dengan usia mereka. Bahkan, munculnya
kasus eksploitasi anak secara online menjadi salah satu isu serius yang
perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian menunjukkan bahwa
tren kejahatan terhadap anak di dunia digital, termasuk eksploitasi
seksual, terus meningkat dan menjadi perhatian dalam kajian
akademik di Indonesia (Saputra et al., 2025).
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BAB 4

KEKERASAN: KONSEDP,
MACAM, DAN
PENCEGAHANNYA




A. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap child merupakan permasalahan sosial yang
hingga kini masih menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional
maupun global. Anak sebagai individu yang berada dalam tahap
pertumbuhan dan perkembangan memiliki posisi yang rentan
terhadap berbagai bentuk perlakuan salah, baik yang dilakukan secara
sengaja maupun akibat pola asuh yang tidak tepat. Dalam banyak
kasus, kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi justru
berlangsung di lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, yang
seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka.

Fenomena ini menjadi kompleks karena kekerasan terhadap anak
sering kali tidak disadari sebagai tindakan yang salah, melainkan
dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan atau pendisiplinan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh faktor budaya, norma sosial, serta
pola pewarisan perilaku antar generasi. Akibatnya, praktik kekerasan
cenderung terus berulang dan sulit diputus.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan dan anggapan bahwa
kekerasan dalam keluarga merupakan urusan privat menyebabkan
banyak kasus tidak terungkap. Padahal, dampak yang ditimbulkan
tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis,
sosial, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam jangka
panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya
manusia dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang
komprehensif mengenai pengertian, jenis, faktor penyebab, dampak,
serta strategi pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi sangat

penting.
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BAB 5
PERLINDUNGAN ANAK
DALAM HUKUM DAN
KEBIJAKAN




A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian fundamental dari sistem
hukum dan kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak
asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk
tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala
bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Dalam konteks
Indonesia, komitmen tersebut telah diperkuat melalui berbagai
regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab negara,
pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya
hak-hak anak (Mawarni et al., 2023).

Meskipun kerangka hukum telah dibangun secara komprehensif,
implementasi kebijakan perlindungan anak masih menghadapi
berbagai tantangan serius. Kasus kekerasan terhadap anak, baik di
lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, masih terus
terjadi dan bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi
ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal
dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait
koordinasi antar lembaga, efektivitas penegakan hukum, serta
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak (Said
et al., 2025).

Selain itu, dinamika sosial dan perkembangan teknologi juga
turut memengaruhi bentuk-bentuk pelanggaran hak anak, seperti
eksploitasi digital dan kekerasan berbasis daring. Hal ini menuntut
adanya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan
berbasis pada prinsip the best interest of the child. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga implementatif melalui sinergi antara
lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Muliani et
al., 2023).
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BAB 6
DAMPAK DAN BAHAYA
LINGKUNGAN DIGITAL




A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet,
media sosial, aplikasi digital, serta berbagai platform daring
memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan
memperoleh informasi secara cepat. Lingkungan digital saat ini telah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari,
terutama bagi generasi muda yang sangat dekat dengan penggunaan
gawai dan media sosial. Kehadiran lingkungan digital memberikan
banyak manfaat, seperti memperluas akses pendidikan,
meningkatkan produktivitas, dan mempermudah interaksi sosial
(Nuryanti et al., 2025).

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, lingkungan digital
juga membawa dampak negatif dan berbagai bahaya yang perlu
diwaspadai. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah
meningkatnya kasus cyberbullying atau perundungan siber.
Cyberbullying merupakan tindakan penghinaan, ancaman,
pelecehan, atau penyebaran informasi negatif melalui media digital
yang dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi korban. Korban
cyberbullying umumnya mengalami stres, kecemasan, menurunnya
rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental (Pakpahan et
al., 2025).

Pusat Riset dan Inovasi Nasional.

Selain itu, penggunaan media digital secara berlebihan juga
dapat  menimbulkan  kecanduan internet,  menurunnya
produktivitas, gangguan pola tidur, serta berkurangnya interaksi
sosial secara langsung. Remaja menjadi kelompok yang rentan
mengalami dampak tersebut karena intensitas penggunaan media
sosial yang tinggi. Paparan konten negatif, hoaks, ujaran kebencian,
dan budaya perbandingan sosial di media sosial juga dapat
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BAB 7

PROGRAM DAN
LAYANAN PENDUKUNG
PERLINDUNGAN ANAK




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa
yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan,
pendidikan, dan kesejahteraan yang layak. Dalam proses tumbuh
kembangnya, anak sering menghadapi berbagai risiko seperti
kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perundungan, serta berbagai
bentuk pelanggaran hak lainnya. Kondisi tersebut dapat memberikan
dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial,
maupun emosional anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya
perlindungan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak
secara optimal.

Perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja,
melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga,
masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial. Untuk
mendukung pelaksanaan perlindungan anak, berbagai program dan
layanan telah dikembangkan guna memberikan pencegahan,
penanganan, pendampingan, serta pemulihan terhadap anak yang
membutuhkan perlindungan khusus. Keberadaan program dan
layanan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan
lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Selain itu, layanan
perlindungan anak juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap
anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai
dengan potensi yang dimilikinya.

Program dan layanan perlindungan anak mencakup berbagai
aspek, mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, konseling,
rehabilitasi, hingga penguatan kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga terkait. Pelaksanaan program tersebut
perlu didukung oleh kerja sama berbagai pihak agar dapat berjalan
secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk

memahami pengertian program perlindungan anak, jenis layanan
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BAB 8
SEKOLAH RAMAH ANAK




A. PENDAHULUAN

Anak usia dini (AUD) merupakan individu yang berada pada
rentang usia 0 hingga 6 tahun dan tengah mengalami pertumbuhan
serta perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek
kehidupan. Pada masa inilah fondasi kepribadian, kecerdasan, dan
karakter anak mulai terbentuk secara mendasar. Oleh karena itu,
lingkungan pendidikan yang diterima anak pada tahap ini memiliki
implikasi yang sangat signifikan terhadap perkembangan jangka
panjang mereka. Montessori menegaskan bahwa anak memiliki
periode sensitif dalam belajar yang apabila dioptimalkan melalui
lingkungan yang tepat, akan menghasilkan perkembangan yang
optimal. Lingkungan sekolah sebagai ruang kedua setelah keluarga
menjadi salah satu faktor penentu kualitas tumbuh kembang anak usia
dini.

Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan, baik fisik
maupun psikologis, masih menjadi persoalan serius yang dihadapi
sistem pendidikan Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus pelanggaran hak anak di
satuan pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk mengupayakan sebuah
model penyelenggaraan pendidikan yang menjamin keamanan,
kenyamanan, dan pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif.
Oleh karena itu, konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) muncul sebagai
respons konkret terhadap permasalahan tersebut.

Konsep Sekolah Ramah Anak secara formal diperkenalkan dalam
kerangka kebijakan nasional melalui Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun
2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Peraturan et al., 2023).
Kebijakan ini merupakan turunan dari komitmen Indonesia terhadap

Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan
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BAB 9
STRATEGI
PENGAWASAN DAN
. PELAPORAN KEKERASAN
9 TERHADAP ANAK




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak
untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan,
diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak
menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan
negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga
mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun,
berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan
menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan
secara maksimal. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan
yang efektif sebagai upaya pencegahan sekaligus penanganan
terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak (Alesandra,
2022).

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang
berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial,
dan emosional anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya
dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi
kualitas hidup korban hingga dewasa. Penelitian menunjukkan
bahwa kekerasan terhadap anak berpotensi menyebabkan gangguan
kesehatan mental, trauma berkepanjangan, penurunan prestasi
belajar, hingga munculnya perilaku menyimpang pada masa
mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan
terhadap anak perlu menjadi perhatian utama berbagai pihak
(Nahrisah & Fahdhienie, 2025).

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan
bahwa pengawasan terhadap perlindungan anak masih menghadapi
berbagai tantangan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan
berbagai  regulasi dan  kebijakan  perlindungan  anak,
implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif.

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi
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BAB 9

PERAN GURU DAN
SEKOLAH DALAM
ADVOKASI ANAK




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak
untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan,
diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Dalam konteks pendidikan,
sekolah bukan hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu
pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang harus menjamin
perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan peserta didik. Oleh
karena itu, peran guru dan sekolah dalam melakukan advokasi
terhadap anak menjadi sangat penting dalam menciptakan
lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak
(Alfian, Handoyo, & Waluyo, 2025).

Advokasi anak dalam lingkungan pendidikan merupakan
serangkaian upaya perlindungan, pendampingan, pembelaan hak,
serta intervensi yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak
terpenuhi secara optimal. Guru sebagai pihak yang berinteraksi
langsung dengan peserta didik setiap hari memiliki posisi strategis
dalam mendeteksi dini permasalahan yang dialami anak, baik terkait
kekerasan, perundungan, penelantaran, diskriminasi, maupun
hambatan belajar. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik,
tetapi juga sebagai pelindung, pendamping, fasilitator, dan mediator
dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak (Fauzan,
Mustaidah, & Soejono, 2024).

Di sisi lain, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal
memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk membangun sistem
perlindungan anak yang komprehensif melalui kebijakan sekolah
ramah anak, pembentukan tim perlindungan anak, mekanisme
pelaporan kasus, serta kerja sama dengan orang tua dan lembaga
perlindungan anak. Sekolah dituntut untuk menciptakan budaya

sekolah yang menghormati hak anak, menjunjung prinsip non-
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BAB I0

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNTUK
PENINGKATAN
KESADARAN
PERLINDUNGAN ANAK




A. PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-
cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Namun,
fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap
anak di Indonesia masih berada pada angka yang sangat
memprihatinkan, mencakup kekerasan fisik, psikis, hingga seksual.
Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan
Anak (Simfoni PPA) secara konsisten menunjukkan fluktuasi kasus
yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat
tanpa terkecuali. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak
seringkali menjadi akar permasalahan utama mengapa tindakan
represif dan eksploitatif masih terus terjadi di lingkungan domestik
maupun publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan masif
melalui pendidikan formal maupun informal guna memberikan
landasan moral dan hukum yang kuat bagi masyarakat luas.
Kesadaran akan perlindungan anak bukan hanya sekadar kewajiban
hukum, melainkan tanggung jawab etis untuk memastikan setiap anak
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan (KPAI, 2024).

Kesenjangan informasi antara regulasi perlindungan anak yang
sudah mapan dengan implementasi di tingkat akar rumput menjadi
tantangan tersendiri bagi para praktisi advokasi. Meskipun Indonesia
telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, realitasnya banyak orang tua dan pendidik yang
belum memahami detail instrumen hukum tersebut. Hal ini seringkali
diperparah dengan budaya patriarki atau pola asuh otoriter yang
menormalisasi tindakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan yang
dianggap lumrah oleh lingkungan sosial. Pendidikan yang terstruktur
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BAB I1

KOLABORASI DENGAN
ORANG TUA DAN
KOMUNITAS DALAM
PERLINDUNGAN ANAK




A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang
tidak hanya dibebankan kepada keluarga, tetapi juga melibatkan
lembaga pendidikan dan komunitas di lingkungan sekitar anak. Anak
sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan
memerlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung agar
dapat berkembang secara optimal baik secara fisik, emosional, sosial,
maupun intelektual. Namun, realitas menunjukkan bahwa berbagai
bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelanggaran hak
anak masih sering terjadi di lingkungan terdekat mereka. Kondisi ini
menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat dilakukan
secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara
orang tua dan komunitas sebagai sistem pendukung utama dalam
kehidupan anak (UNICEF, 2024).

Orang tua memiliki peran utama sebagai pelindung pertama bagi
anak dalam keluarga. Pola asuh yang positif, komunikasi yang
terbuka, serta keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak
menjadi fondasi penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak.
Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara keluarga dengan
lingkungan pendidikan maupun sosial dapat memperkuat
perkembangan anak dan mencegah berbagai risiko yang mengancam
kesejahteraan anak. Kolaborasi yang baik antara orang tua dan pihak
lain di sekitar anak akan membentuk sistem perlindungan yang lebih
kuat karena pengawasan terhadap anak dilakukan secara bersama-
sama dan berkelanjutan (Latif dkk., 2023).

Di sisi lain, komunitas memiliki fungsi sosial yang penting dalam
mendukung perlindungan anak melalui pengawasan sosial, edukasi,
serta pembentukan lingkungan yang ramah anak. Komunitas dapat
berupa tetangga, tokoh masyarakat, lembaga sosial, organisasi

keagamaan, maupun institusi lokal yang berinteraksi langsung
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PERLINDUNGTN
ANAK:

TEORI, KEBIJAKAN,
DAN IMPLEMENTRSI DI INDONESIR

Buku “Advokasi dan Perlindungan Anak: Teori, Kebijakan, dan
Implementasi di Indonesia” ini membahas secara komprehensif
konsep dasar perlindungan anak dari perspektif teori, hukum,
kebijakan, hingga praktik implementatif di berbagai sektor kehidupan.
Anak diposisikan sebagai subjek hak yang wajib dilindungi, dihormati,
dan dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh negara, keluarga, sekolah,
dan masyarakat. Buku ini menegaskan bahwa perlindungan anak
tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan tanggung jawab
kolektif yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Pada bagian awal, buku ini menguraikan landasan teoritis
advokasi dan perlindungan anak, hak-hak anak dalam perspektif
hukum nasional dan Islam, serta berbagai isu dan permasalahan yang
masih terjadi di lapangan. Pembahasan juga mencakup berbagai
bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikologis, seksual,
maupun eksploitasi, beserta faktor penyebab dan strategi
pencegahannya. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak
memahami kompleksitas persoalan anak dalam konteks sosial yang
terus berkembang.

Selanjutnya, buku ini mengkaji aspek kebijakan dan
implementasi perlindungan anak di Indonesia, termasuk regulasi
hukum yang berlaku, program layanan pendukung, serta dampak
perkembangan lingkungan digital terhadap keselamatan anak.
Pembahasan juga menyoroti konsep Sekolah Ramah Anak sebagai
upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan
berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, dibahas pula
mekanisme pengawasan dan pelaporan kasus kekerasan sebagai
bagian penting dalam sistem perlindungan yang efektif.

Pada bagian akhir, buku inimenekankan pentingnya kolaborasi
berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak, mulai dari peran
guru, sekolah, orang tua, komunitas, hingga lembaga pemerintah.
Penguatan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik serta peningkatan
kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem
perlindungan anak yang berkelanjutan. Dengan demikian, buku ini
diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis dalam
memperkuat advokasi serta mewujudkan lingkungan yang aman,
ramah, dan berkeadilan bagi anak diIndonesia.
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